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ABSTRAK 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat 

(1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk 

itu, negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan hukum kepada korban 

pelecehan seksual serta memastikan pelaku menerima sanksi yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Pelecehan seksual merupakan bentuk tindak pidana 

yang tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga merendahkan martabat manusia. 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan sanksi pidana 

bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri 

Semarang? dan Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Hakim dalam pemidanaan 

bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual di Pengadilan Negeri Semarang? Metode 

Penelitian adalah penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan Pustaka dengan pendekatan kasus dan perundang-

undangan. Penelitian mencakup: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum, (2) 

penelitian terhadap sistematika hukum, dan (3) analisis terhadap putusan hukum, 

khususnya putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Smg di Pengadilan Negeri Semarang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku 

pelecehan seksual, yaitu Destuadi Bram Aldio Bin Edi Purwarso, telah sesuai dengan 

ketentuan dalam Pasal 6 huruf a jo. Pasal 15 huruf e UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dalam kasus ini, terdakwa dinyatakan 

bersalah karena melakukan tindakan pelecehan seksual berupa pelecehan fisik 

terhadap dua korban perempuan. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) 

tahun dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Kendala yang 

dihadapi hakim dalam proses pemidanaan meliputi minimnya saksi, keterbatasan alat 

bukti, serta rendahnya partisipasi masyarakat untuk melapor atau memberikan 

kesaksian.  
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